BAB 11
KETENTUAN HUKUM WAKAF DAN WARIS

A. Definisi, Rukun, Syarat, dan Tujuan Wakaf
1. Definisi Wakaf

Dalam Buku Il Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelask bahwa Wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, ataanbaddkum dengan memisahkan
sebagian harta benda miliknya dan melembagakanmyak uselama-lamanya guna
kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnyasdsngan ajaran agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentangafvdketapkan bahwa
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisalédtan menyerahkan sebagian benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangkaktw tertentu sesuai dengan
ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahtaraum menurut syari'gh.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “Wagafa’. Akata “waqafa” berarti
“menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”watéetap berdiri”. Katavaqafa-yaqifu-
wagfan” sama artinya deng&habasa-yahbisu-tahbisan® Kataal-waqfdalam bahasa Arab
mengandung beberapa pengertian yang artinya : ragnatenahan harta untuk diwakafkan,
tidak dipindah milikkan.

Para ahli figih berbeda dalam mendefinisikan wakadnurut istilah, sehingga
mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakasendiri. Berbagai pandangan

tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

! Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB I, pasal 215, @y@).
2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, dyat (
¥ Muhammad Al-KhathibAl-Igna’, Bairut: Darul Ma'rifah, him. 26.



a. Abu Hanifah
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut huktap milik si wakif dalam

rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikarrdaBarkan definisi itu maka
pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si waki@hkan dia dibenarkan menariknya kembali
dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, haetdebut menjadi harta warisan buat ahli
warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah fimenbangkan manfaat”. Karena itu
madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidedakukan suatu tindakan atas suatu
benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, aremgenyedekahkan manfaatnya kepada

suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang mawakan datang.

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidakepaskan harta yang diwakafakan
dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut memategvakif melakukan tindakan yang
dapat melepaskan kepemilikannya atas harta terskbpaida yang lain dan wakif
berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tisddéhbmenarik kembali wakafnya.
Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanyakudigunakan oleh mustahig (Penerima
wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk bpatau menjadikan hasilnya untuk dapat
digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakutt@ngan mengucapkan lafadz wakaf
untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan penilléngan kata lain, pemilik harta
menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikgapi membolehkan pemanfaatan
hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian faetn benda secara wajar sedang benda
itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan iturlaé&u untuk suatu masa tertentu, dan

karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wak&blKeelamanya).



c. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal harta yang &apemilikan wakif, setelah
sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak bolehakuddan apa saja terhadap harta yang
diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan gaeanilikannya kepada ornag lain, baik
dengan pertukaran atau tidak. Jika wakif wafatishgang diwakafkan tersebut tidak dapat
diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan maaif harta yang diwakafkannya kepada
mauquf ‘alaih(yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengilkatana wakif tidak dapat
melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabkd melarangnya, maka Qadli berhak
memaksanya agar memberikannya kepadguquf ‘alaih Karena itu madzhab Syafi’i
mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan susttiakan atas suatu tindakan atas suatu
benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dangenyedekahkan manfaatnya kepada
suatu kebajikan (sosial)”.

Wakaf menurut bahasa Arab berdei-habsu”, yang berasal dari kata kef@basa-
yahbisu-habsanmejauhkan dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudia ini berkembang
menjadi“habbasa” dan berarti mewakafkan harta karena Aflah.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kewnagafa (fi'il madi)-yaqifu (fi'il mudari’)-
wagfan (isim masdanyang berarti berhenti atau berdiri.

Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah nanalrta yang mungkin diambil
manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan rpendainnya) dan digunakan untuk

kebaikan®

* Muhammad Fadlullah dan B.Th. Brondgedéamus Arab-MelayuWeltevreden: Balai Pustaka, him.
116-117.

® Ibid, him. 1011.

® Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan’ani§ubulus SalapfMuhammad Ali Shabih, Mesir, Tt, him. 114.



Berbagai rumusan definisi ini dapat kita temukatamiabeberapa literatur lain seperti
dikutip oleh Abdurrahman, S.H. dari definisi Abu rifah, Abu Yusuf, dan Imam
Muhammad, Maula Muhammad Ali serta Naziruddin Raatim

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dikamudalam pasal 1 ayat (1) PP
No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Miléaid

“Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yangsat&kan sebagian dari harta

kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembaggkauntuk selama-lamanya

untuk kepentingan peribadatan atau keperluan uratimyla sesuai dengan ajaran agama
islam”®

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwanddigih Islam, wakaf sebenarnya
dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagalyat/hadits yang menceritakan masalah
wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai allanemahami bahwa wakaf non tanah
pun boleh saja asal bendanya tidak langsung milsat@k/ketika diambil manfaatnya.

Menurut figih Islam yang berkembang dalam kalanghius-sunnah akan “sah kita
mewakafkan binatang”. Demikian juga pendapat Ahrdad menurut satu riwayat, juga

Imam Malik®

PP No. 28 1977 secara khusus hanya mengatur teqmeawgkafan tanah milik.

2. Rukun dan Syarat Wakaf
Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalaemiperikan pandangan

terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependsyata untuk membentuk lembaga

" AbdurrahmanMasalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan FeWakaf di Negara KitaBandung:
Alumni, Cetakan Kedua, him. 6.

8 Departemen Agama RHimpunan Peraturan Perundang-undangan PerwakafanafiaMilik, Jakarta:
Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, him. 91.

° T.M. Hasbi Ash-shiddigyHukum-hukum Figh Islandakarta: Bulan Bintang, him. 179.



wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. (Ruéirtinya sudut, tiang penyangga yang
merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam peuokaensesuatu hal. Tanpa rukun
sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu puylarat-syarat yang menentukan sah atau
tidaknya suatu wakaf.

Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapatpledn pendapat antara madzhab
Hanafi dengan jumhur fugaha. Menurut ulama madteatafi bahwa rukun wakaf itu hanya
satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan wakif). Sedangkan kabul (pernyataan
menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulamazhab Hanafi disebabkan akad tidak
bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakaya“‘svakafkan harta ini kepada anda”,
maka akad itu sah dengan sendirinya dan orangdieg wakaf berhak atas harta itu.

Menurut jumhur ulama dari madzhab Syafi'i, Malikdan Hanbali rukun wakaf
tersebut ada empat rukunnya, atau unsur utamaf waka

a. Adanya wakif (orang yang berwakaf)

b. Maukuf alaih (orang yang menerima wakaf)

c. Maukuf (benda yang di wakafkan)

d. Sighat

Pendapat yang sama dapat ditemui dalam pendadatudgin al-mabhally, lbnu
Qasim al-ghazali dan muhammad musthafa Tsalaby.

Masing-masing dari rukun itu harus memenuhi peeggar tertentu pula. Untuk
Wakif, ada beberapa syarat yaitu:

a. Wakif harus orang yang merdeka

b. Baligh

c. Berakal



d. Cerdas

Jalaluddin al-mahally menambahkan, si wakif bebaskilmsa atas haknya serta

dapat menguasai benda yang akan di wakafkan, togerorangan atau badan hukum. Wagqif

menurut al-mahally mesti orang yan§Hhihhatu Ibarah dan ahliyatut Tabarrusi wakif

harus cakap hukum dalam bertindddeKkwan heifl Jadi tidak bisa wakif itu orang yang

berada dalam pengampuan. Anak kecil dan harus mémsyarat umum sebagaimana dalam

hal muamalahtébarru). Wakaf menjadi sah, apabila si wakif telah deajesehat pikirannya

(akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak adarldeterpaksaan atau Islam, maka dalam

perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanwakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur

(rukun), yaitu :

a.

b.

adanya orang yangerwakaf(waqif) sebagai subjelwakaf

adanya benda yamtjwakafkan(mauquy;

adanya penerimaakaf(sebagai subyekaka) (nadzir;

adanya'aqad atau lafadzatau pernyataan penyerahaakaf dari tanganwakif

kepada orang atau tempat berwalsah@uqufalaihj.

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 2fKa @Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa yang menjadbyek wakaétau yang dinamakan dengaakif itu bisa :

a. orang

b. orang-orang; atau

C.

badan hukum.

Adapun Syarat-syaratnya sebagaikif sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal

217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islaiatuy :



1. Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orangrgradipersyaratkan :

a. telah dewasa,

b. sehat akalnya,

c. oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbubt&um, dan

d. dilakukan atas kehendak sendiri.

2. Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukundolmesia, maka yang
bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurysmgasah menurut hukum.
Mengenai benda yang di wakafkan bukan benda sendmmamelainkan benda

milik, yang bebas dari segala :
a. Pembebanan
b. lkatan, dan
c. Sengketa.

Untuk mengelola bendaakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut
ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukslaml, harus berbentuk
kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tymaseliharaan dan
pengurusan bendeakaf.

Adapun nadzir yang perorangan menurut ketentuaanddPasal 219 Kompilasi

Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagéube

a. Warga negara indonesia;

b. Beagama Islam;

c. Sudah dewasa,

d. Sehat jasmaniah dan rohaniah;

e. Tidak berada dibawah pengampuan;



f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak bendg gawakafkannya.

Kemudian bila berbentuk badan hukum, malalzir harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. Badan hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia

b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak beraohg diwakafkannya.

Baik nadzir perorangan maupun badan hukum, sama-$emus didaftarkan pada
kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah emgad saran dari Camat dan
Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengasaha

Sebelum melaksanakan tugasdzir harus mengucapakan sumpah di hadapan
kepala Kantor Urusan Agama kecamatan disaksikamrsgikurangnya oleh 2 (dua)
orang saksi denagn isi sumpah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk degngienjadi Nadzir langsung

atau tidak langsung dengan nama atau dalih apatidak memberikan atau

menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada giapgiga.

Saya bersumpa, bahwa saya untuk melakukan atdurtidiakukan sesuatu dalam

jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsatau tidak langsung dari siapa

pun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akn memgjumyggi tugas dan tanggung

jawab yang di bebankan kepada saya selaku nadaimdaengurusan harta wakaf

sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Mengenai jumlamadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafargnditkan

dalam Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islamtuyaekurang-kurangnya terdiri atas 3



(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepul@mgoyang diangkat oleh kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis UlamarKa@n dan Camat setempat.

Apa yang menjadi kewajibamadzir, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 200
Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Mengurus dan beranggung jawab atas kekayaan wak&d $asilnya, dan
pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannyaruheraientuan-ketentuan
yang diatur oleh Menteri Agama,;

2. Membuat laporan secara berkala atas semua hal yasgadi tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud diatas kepada k&pal®r Urusan Agama
Kecamatan dan Camat setempat sesuai dengan tatyasay ditetapkan dalam
peraturan Menteri Agama.

Adapun hak nadzir menurut Pasal 222 Kompilasi Hukustam, vyaitu
mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jeamsjamlahnya ditentukan berdasarkan
kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan daroKaJrusan AgamaKecamatan
yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan masa jabatedzir, tetapi dalam
keadaan tertentinadzir dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan rga
Kecamatan yang bersangkutan.

Ketentuan dalam pasal 221 Kompilasi Hukum Islamenérkan :
1. Nadzirdi berhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Keatan karena:
a. Meninggal dunia, dengan catatanang tidak dengadirggya diganti oleh salah
salah seorang ahli warisnya,;

b. Atas permohonan sendiri;



c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagdeir,
d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

2. Bilamana terdapat lowongan jabataadzir, karena salah satu alasan di atas, maka
penggantinya diangkat oleh kepala Kantor Urusanmfeggakecamatan atas saran
Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

PerbuatanWakaf tersebut ternyata harus dinyatakan secara tegasndkif kepada
nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hatlitentukan dalam Pasal 218
Kompilasi Hukum Islam, bahwa pihak yang mewakafkanus mengikrarkan kehendak
secara jelas dan tegas kepadazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang
kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaifgaleh disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 orang saksi. Dalam keadaan tertentyimppangan dari ketentuan
tersebutdapat dilaksanakan setelah terlebih dahelhdapat persetujuan Menteri Agama.
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berstatus sebaefaigas pemerintah yang diangkat
berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajibanenmea ikrar dari wakif dan
menyerahkannya kepadaadzir serta melakukan pengawasan untuk Kkelestarian
perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan olehtbte Agama. Ikrar Wakaf berisikan
pernyataan kehendak damakif untuk mewakafkan benda miliknya. Mengenai isi dan
bentuk Ikrar Wakaf tersebut ditetapkan oleh Memg@ama.

Dalam melaksanakan Ikrar Wakaf tersebut, menurténikean dalam pasal 223 ayat
(4) Kompilasi Hukum lIslam, pihak yang mewakafkamatuskan menyerahkan kepada
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, surat-surat ssabzagikut :

a. Tanda bukti pemilikan harta benda;



b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak betgmaka harus disertai surat
keterangan dari kepala desa, yang diperkuat olelma€Casetempat yang
menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelgregkadari benda tidak
bergerak yang bersangkuatan.

Selanjutnya bendavakaf tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna menjaga
keutuhan dan kelestariannya. Pasal 224 Kompiladgukiu Islam menentukan, bahwa
setelah Akta lkrar Wakaf dilaksanakn, maka Kepaéntdr Urusan Agama Kecamatan
atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan m&agapermohonan kepada Camat
untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersamgkmyiina menjaga keutuhan dan

kelestariannya.

3. Tujuan Wakaf

Tujuan yang sebenarnya dalam melakukeagf ialah untuk mendapatkan pahala
dalam pandangan Allah; tujuan yang lainnya adalgirat kedua. Oleh sebab itu, tiap
tujuan yang dianggap oleh hukum Islam sebagai ifla¢iseagamaan, suci atau amal saleh
akan dianggap sebagai tujuan yang sah. Amir Alijel@skan hal ini dengan menyatakan
bahwa tindakan suci mungkin berupa suatu senyuni@wukd seorang tetangga atau
merupakan bantuan kepada seorang yang lelah; tHaapihukum Islam ‘ini berarti suatu
pengorbanan atau suatu pemberian yang dilakukagadetujuan untuk mendapatkan
kerelaan dari yang maha kuasa atau suatu balastamdyang akhir. Ujiannya ialah :
Apakah hukunsyari’at tentang hal ini ? Seseorang dapat melakwkaaf yang sah untuk

suatu sekolah atau suatu rumah sakit atau suatjdmasetapi seseorang tidaklah dapat



mempersembahkan untwkaqgf dengan sah suatu rumah judi,suatu toko anggur,satzu
toko yang menjual daging babi. Wilson memeberikaftad yang berikut sebagai contoh
umumnya : masjid dan bahan yang diperlukan olela pawxam ; sekolah dan bahan
keperluan bagi tenaga pengajarnya ; saluran gembatan, rumah penginapan kafilah,
pembagian derma untuk orang-orang miskin ; danuaantintuk memungkinkan orang
miskin naik haji ke mekkah.

Dalam pada itu, tujuamagf yang terakhir adalah untuk kepentingan orang miski
Dalam tiapwagf yang kebajikannya ditujukan bagi perseorangan mamguga bagi
keturunan seseoran, kebajikan itu dilanjutkan, sdd terputusnya keturunan itu, kepada
kaum miskin umumnya ; ini adalah pengertian yangdang atau tidak langsung dari
hukumwaqf Menurut Quduri, yang dikutip didalaiedaya sungguhpun kaum miskin
tidak disebutkan didalam sesuataqf merekalah yang menerima manfa’atnya jika objek

wagqftersebut tidak disebutkdfl.

d. Definisi, Rukun, Syarat dan Tujuan Waris
1. Definis Waris
Waris adalah orang termasuk ahli waris yang benhakerima warisan. Ada ahisamli
waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetagk timerhak menerima warisan. Dalam
figh mawaris, ahli waris semacam ini diselmsiwi al-arham.Waris bisa timbul karena
hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dam&aakibat memerdekakan hanba.

Harta warisan yaitu, harta, hak, dan hal-hal khysusg di tinggalkan si mayit

10 Arifin Be, Pokok-Pokok Hukum Islam, Wakarta: Tintamas, him: 102&203.

" Ahmad RofigFigh Mawaris Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him: 3.

12 Muhammad bin Shalih al-‘UtsaimifRanduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dast$unnah yang
Shahih Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, him: 15.



Hukum Waris adalah hukum yang mengatur masalaHigiesa harta dari orang yang
telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidugum Waris, dalam bahasa Arab
disebut :mawarits dan fara’idh. Dalam mawarits (‘mufrad bentuk tunggal-nyamirats),
karena, mengandung arti sebagai ketentuan yangangmnueralihan hak dan harta kekayaan
yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnyg(yalitinggalkan) setelah yang
bersangkutan meninggal dunia. Dengan penamaarkid@mHukum Waris dititikberatkan
pada orang-orang (ahli waris) yang berhak mendéjgian harta yang ditinggal mati
seseorang. Jika yang dititikberatkan adalah haatag yditinggalkan, maka Hukum Waris
disebut pulamirats atau tirkah, yaitu (harta) peninggalan, yang dalam bahasankesla
disebut dengaharta pusaka Kemudian, hukum waris yang disebut dengan isfidah’idh
(dari kata: faridhah atau fardh artinya: kewajiban yang harus dilaksanakan), rkare
didalamnya terdapat bagian-bagian tertentu dangmang tertentu. Dalam pengertian ini,

Hukum Waris dititikberatkan pada bagian-bagian yaaqs diterima ahli waris.

2. Rukun dan Syarat Waris
a. Rukun Waris
Rukun waris ada 3 (tigajpawarrits, waarits, dan mauruuts
Muwarrits, orang yang hartanya dipindahkan (ke orang lde)adalah si mayit
(orang yang meninggalkan harta warisan).
Waarits orang yang dipindahkan harta tersebut kepadaoyand yang berhak
menerima harta warisan).

Mauruuts,harta yang dipindahkan (harta warisan).

13 E. Hassan SaletKajian Figh Nabawi & Nabawi Kontemporedakarta: PT Raja Grafindo Persada, him.
3428&343.



b. Syarat Menerima Waris
Syarat menerima Waris ada tiga :
1. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal $ekra hakiki maupun
secara hukum.
2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskertanya meninggal
walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maugcara hukum.
3. Mengetahui sebab menerima harta warisan.

Syarat PertamaMeninggalnya orang yang mewariskan harta,

Kematian hakiki dapat dapat diketahui dengan mesilgak langsung, atau
dengan berita yang sudah masyhur, atau dengarkpersalua orang yang dapat
dipercaya.Adapun kematian secara hukum sepertigoyang menghilang dan
pencariannya sudah melewati batas waktu yang dkaent maka kita hukumi ia
sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajadangan keyakinan
(kepastian) manakala kepastian tidak didapatkasardga adalah perbuatan para
sahabat.r.a.

Syarat Kedua Ahli waris masih hidup ketika orang yang meweais
hartanya meninggal, karena Allah SWT menyebutkdandayat waris hak-hak
ahli waris dengan menggunakan huagmyang menunjukkan hak milik dan hak
milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yangsthehidup.

Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki d@mgmenyaksikan
langsung, atau dengan berita yang sudah masyhurdatagan penyaksian dua
orang yang dapat di percaya. Adapun seacara hukomohnya janin mewarisi

harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orsmg mewariskan hartanya



meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum y@ama. Dengan syarat bayi
tersebut lahir dalam keadaan hidup.

Syarat ketiga mengetahui sebab menerima harta warisan, karemsan
didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Sepbetitalian sebagai anak, orang
tua, saudara, suami istyala’ dan yang semisalnya. Jika kita tidak dapat
memastikan kriteria ini, maka kita tidak bisa map&an hukum-hukum yang
didasarkan kepada kriteria itu. Sebab di antarasypenetapan hukum adalah
keakuratan sasarannya. Oleh karena itu, tidak bolehetapkan suatu hukum
terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adssbab dan syaratnya, serta
tidak adanya penghalangn¥a.

3. Tujuan Waris

Tujuan waris adalah menyampaikan harta terselpdadeesetiap orang yang berhak
mendapatkannya. Dari sini kita dapat mengetahuaibzgna pentingnya ilmtaraa-idh
dan hukumny&®

Urgensi Hukum Waris dapat dipahami dari tujuanngapat disimpulkan bahwa
tujuan hukum waris jawaris atau fara’idh adalah untuk menyatakan agar masalah
harta warisan yang sering menjadi sumber sengkelamd keluarga diatasi dengan

semata-mata tunduk kepada ketentuan ffahi.

4 Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimiop.cit, him. 27&28.
> Ipid, him. 15.
18 E. Hassan Salebp.cit, him. 347.
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